BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
4.1.1. Hakikat Penyelamatan Penyelenggaraan Kegiatan Keantariksaan di
Indonesia dalam Perspektif Traktat Antariksa 1967, yakni:

Dengan penjelasan mengenai rumusan masalah satu, dapat diambil
kesimpulan bahwa dalam hal Keantariksaan di Indonesia menggunakan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 20013 tentang Keantariksaan yang bersumber dari
Space Treaty dan Peraturan Pelaksannya.

Di dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur mengenai subjek dan
objek keantariksaan, kegiatan keantariksaan, penyelenggaraan keantariksaan,
tempat pelaksanaan kegiatan, keamanan dan keselamatan, penanggulangan benda
jatuh antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan, pendaftaran wahana
antariksa, tanggung jawab dan ganti rugi, asuransi, penjamin serta fasilitas,
pelestarian lingkungan, pendanaan, dan peran serta masyarakat.

Walaupun beberapa pasal di dalam UU No. 21 Tahun 2013 tersebut
mengambil langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, namun UU Keantariksaan bukanlah lex specialis dari UU
Penerbangan.

4.1.2. Penyelamatan Penyelenggaraan Keantariksaan di Indonesia dalam

Perspektif Traktat Antariksa 1967, yakni:
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Penulis dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan mengenai
Keantariksaan seharusnya menjadi lex specialis dari peraturan Penerbangan.
Sehingga jika terjadi kecelakaan wahana antariksa yang masih dalam wilayah
ruang udara Indonesia, prosedur penyelamatan yang akan digunakan ialah hukum
khususnya, yaitu Peraturan Keantariksaan. Terlepas dari jenis wahana antariksa
apa yang digunakan. Jika jenis wahana antariksa yang digunakan semacam
Pesawat Ulak-Alik (Space Shuttle) yang memiliki desain mesin yang sama seperti
pesawat terbang, maka bisa dilakukan kerja sama antara pihak Keantariksaan
dengan KNKT.

Demikian dari keseluruhan penelitaian di atas dapat disimpulkan bahwa
dalam kegiatan Keantariksaan, prosedur penyelamatan mulai dari investigasi
sampai ganti rugi secara keseluruhan dilakukan menggunakan Peraturan
Keantariksaan untuk seluruh jenis Wahana Antariksa yang masih atau tengah
berada di dan atau telah masuk ke wilayah ruang udara Indonesia sebagai hukum
khusus dari peraturan Penerbangan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan supaya penanganan penyelamatan
penyelenggaran kegiatan keantariksaan di Indonesia lebih stabil dan berbasis pada
tujuan hukum, vyaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian, maka penulis
menyarankan sebagai berikut:

a. Bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang, untuk memperbaiki

dan atau menambah peraturan yang ada mengenai definisi dari Wahana

Antariksa dan Roket serta definisi atau batasan kewenangan yang jelas
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mengenai Ruang Udara dan Ruang Angkasa. Dan juga Peraturan
Keantariksaan ini dijadikan lex specialis dari Peraturan Penerbangan
Bagi tenaga pendidikan terutama Pendidikan Tinggi, untuk mewajibkan
mata kuliah Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa sebagai Mata
Kuliah Wajib, mengingat betapa cepatnya perkembangan ilmu
teknologi saat ini dan untuk mengejar ketinggalan mahasiswa mengenai
isu tersebut.

Bagi masyarakat luas, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai
kegiatan keantariksaan dan konsekuensinya jika suatu hari tejadi
kecelakaan di lingkungannya. Agar mampu membantu dan tidak
melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum dengan alasan tidak

mengetahui adanya hukum tersebut.



